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B A B IV 
PENUTUP 
1. 	Kesimpulan. 
a. 	Dipekerjakannya Tenaga Kerja Asing pada bidang, lapa­
ngan pekerjaan di Indonesia tidak dapat dihindari sehu­
bungan dengan masuknya modal asing serta perkembangan 
ilmu pengetahuan. 
b. 	Secara Juridis, penggunaan dan penempatan tenaga asing 
dapat qikatakan legal bila 
1. 	memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh perundang­
undangan tentang penggunaan dan penempatan tenaga 
kerja asing; 
2. 	sesuei dengan'pembataean-pembatasan yang ada. 
c. 	Untuk mencegah timbulnya permasalahan dengandipeker­
kannya tenaga asing baik dari segi ekonomi, sosial dan 
budaya Indonesia. perlu diadakan pengawasan atas dipe­
kerjakannya tenaga asing. 
2. 	 Saran. 
a. 	Pengaturan mengenai sanksi yang dikenakan atas pelang­
garan pelanggaran baik dari Best persyaratan maupun pe­
nempatan tenaga asing yang diatur oleh peraturan perun­
dang-undangan sangat ringan sehingga banyak pengusaha 
yang berspekulasi untuk mendatangkan tenaga asing seca­
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ra illegal . Untuk itu Pemerintah seharusnya mengadakan 
tindakan untuk menyesuaikan beratnya sankei dengan kea­
daan sekarang yang sudah tidak sesuai lagi dengan kea­
daan pada saat Undang-undang tersebut dibentuk. 
b. Dalam hal dipekerjakannya tenaga asing harus ada kerja­
sama khususnya antara Departemen Tenaga Kerja, Depar­
temen Keimigrasian dan instansi-instansi teknis yang 
terkait guna mencegah timbulnya permasalahan baik bagi 
tenaga asing yang bersangkutan, tenaga kerja Indonesia 
maupun stabilitas keadaaan dalam negri Indonesia serta 
hubungannya dengan negara luar. 
43 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI TlNJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ... MIRAH KARMILAH
